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Abstract. Village fund management is a strategic instrument in promoting local economic development. Since the 

enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, village funds have been directly allocated to support 

various development programs, ranging from infrastructure development to community empowerment and social 

programs. This study aims to assess the implementation of transparency principles in village fund management 

and its impact on fund utilization effectiveness and local economic development. The research employs a 

qualitative descriptive-analytical approach, focusing on official village documents, including financial reports, 

minutes of village deliberations, and regulations related to fund usage. Document analysis is conducted to identify 

fund management mechanisms, transparency indicators, fund allocation proportions, and the resulting economic 

impacts. The results show that villages that consistently apply transparency can enhance the accountability of 

village officials, active community participation, and the effectiveness of fund utilization. The allocation of village 

funds for infrastructure development, community empowerment, and social programs contributes positively to 

improving residents’ welfare, creating employment, and fostering sustainable local economic growth. This study 

recommends that villages continue to strengthen information disclosure, routinely publish financial reports, 

involve the community in program planning and monitoring, and conduct regular evaluations of fund utilization. 

Implementing these recommendations is expected to ensure that village fund management is more targeted, 

effective, and capable of maximizing economic benefits for local communities. 
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Abstrak. Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pembangunan 

ekonomi lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa 

dialokasikan langsung kepada desa untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan 

infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat dan program sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menilai 

implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap efektivitas penggunaan 

dana dan pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis, 

dengan fokus pada dokumen resmi desa, termasuk laporan keuangan, berita acara musyawarah, dan regulasi 

terkait penggunaan dana desa. Analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi mekanisme pengelolaan dana 

desa, indikator transparansi, proporsi alokasi dana, serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa desa yang menerapkan transparansi secara konsisten mampu meningkatkan akuntabilitas 

aparat desa, partisipasi aktif masyarakat, serta efektivitas pemanfaatan dana. Proporsi alokasi dana desa yang 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial terbukti 

berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal 

secara berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan agar desa terus memperkuat keterbukaan informasi, rutin 

mempublikasikan laporan keuangan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program, serta 

melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana. Dengan penerapan saran tersebut, pengelolaan dana desa 

diharapkan lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat desa. 

 

Kata kunci: Akuntabilitas; Dana Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Ekonomi; Transparansi 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pengelolaan dana desa memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan 

ekonomi di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, dana desa dialokasikan langsung kepada desa untuk mendukung berbagai 

program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat. Dana desa 

juga diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha mikro 
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dan kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program sosial dan 

pelatihan. Alokasi dana yang tepat dan efektif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara 

berkelanjutan. 

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan dana desa sering menghadapi kendala, 

khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas. Analisis dokumen menunjukkan bahwa 

beberapa desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam setiap tahapan 

pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan 

penggunaan dana. Kurangnya keterbukaan informasi dapat menimbulkan alokasi dana yang 

kurang tepat sasaran, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, dan 

membatasi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi. 

Selain itu, kompleksitas kebutuhan masyarakat yang berbeda di setiap desa memerlukan 

pengelolaan dana yang responsif dan adaptif. Desa yang mampu menyesuaikan program 

pembangunan dengan kebutuhan lokal secara tepat cenderung lebih efektif dalam 

meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan prinsip 

transparansi melalui dokumen resmi desa menjadi penting untuk menilai efektivitas 

pengelolaan dana desa dan mengidentifikasi strategi perbaikan yang dapat diterapkan di masa 

mendatang. 

Penelitian ini menekankan pemanfaatan dokumen resmi desa, seperti laporan keuangan 

dan berita acara musyawarah, untuk menilai mekanisme transparansi yang diterapkan serta 

dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan ini memungkinkan analisis 

dilakukan tanpa wawancara, sehingga fokus penelitian berada pada bukti tertulis yang dapat 

diverifikasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan acuan bagi pemerintah desa dan 

pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, memastikan 

alokasi dana sesuai prioritas, dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Pengelolaan dana desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa memerlukan 

pemahaman mendalam mengenai prinsip tata kelola yang baik, khususnya transparansi. 

Transparansi dalam konteks pengelolaan dana desa mencakup keterbukaan informasi 

mengenai alokasi, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana. Dengan penerapan prinsip ini, 

masyarakat dapat mengakses laporan keuangan desa, memantau proses penganggaran, serta 

memahami keputusan yang diambil dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. 
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Keterbukaan informasi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas aparat desa, tetapi juga 

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. 

Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. 

Susanto (2021) menunjukkan bahwa desa yang menerapkan prinsip transparansi secara 

konsisten cenderung memiliki penggunaan dana yang lebih tepat sasaran dan dampak ekonomi 

yang lebih nyata bagi warga. Agustian et al. (2023) juga menemukan bahwa keterbukaan 

informasi melalui publikasi laporan keuangan dan dokumen musyawarah desa mendorong 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana 

desa. Selain itu, World Bank (2020) menekankan bahwa transparansi berperan strategis dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa dan memastikan dana digunakan sesuai prioritas kebutuhan warga. 

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, transparansi bukan hanya sekadar prinsip 

administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk memaksimalkan manfaat dana desa. Dana 

yang dikelola secara akuntabel memungkinkan masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi 

secara optimal, baik melalui pembangunan infrastruktur, pemberian modal usaha, maupun 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat 

dapat menilai efektivitas program pembangunan, memberikan masukan, serta mengidentifikasi 

potensi masalah atau ketidakefisienan dalam penggunaan dana desa. 

Selain itu, transparansi mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengelola 

usaha dan sumber daya lokal. Desa yang menerapkan prinsip ini cenderung lebih adaptif 

terhadap kebutuhan warga, sehingga pembangunan ekonomi lokal menjadi lebih berkelanjutan. 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menekankan bahwa 

implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap 

efektivitas penggunaan dana dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hipotesis 

penelitian bersifat implisit dan digunakan sebagai acuan analisis, meskipun tidak dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan penelitian. 

Dengan demikian, kajian teoritis ini menjadi landasan untuk menilai bagaimana 

transparansi dalam dokumen resmi desa berkontribusi pada efektivitas pengelolaan dana desa 

dan pembangunan ekonomi lokal. Kajian ini juga memberikan acuan dalam menganalisis 

mekanisme transparansi, proporsi alokasi dana, serta dampak ekonomi yang dihasilkan dari 

pengelolaan dana desa yang akuntabel dan partisipatif. 
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3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

analitis, yang bertujuan menilai implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana 

desa serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini berfokus pada 

dokumen resmi desa dan literatur yang relevan, sehingga pengumpulan data dilakukan tanpa 

wawancara atau observasi langsung terhadap masyarakat. 

Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen resmi terkait pengelolaan dana desa, 

seperti laporan keuangan, berita acara musyawarah desa, dan regulasi yang mengatur 

penggunaan dana desa. Sampel dipilih secara purposive, yaitu dokumen yang dianggap 

memiliki informasi lengkap dan relevan untuk menilai mekanisme transparansi, proporsi 

alokasi dana, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi desa. Data dikumpulkan 

melalui studi dokumen dan telaah literatur, di mana dokumen resmi dianalisis untuk memahami 

prosedur pengelolaan dana desa, mekanisme pertanggungjawaban, dan bentuk transparansi 

yang diterapkan, sementara literatur dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat 

landasan teoritis dan membandingkan praktik yang ada. 

Instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen yang mencakup indikator 

transparansi, alokasi dana, dan dampak ekonomi, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya 

secara keseluruhan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi, dengan fokus 

pada identifikasi pola transparansi, mekanisme pertanggungjawaban, dan hubungan antara 

pengelolaan dana desa dengan hasil pembangunan ekonomi. Model penelitian bersifat 

deskriptif, di mana transparansi dijadikan variabel utama yang memengaruhi efektivitas 

penggunaan dana desa, sedangkan pembangunan ekonomi desa menjadi indikator hasil dari 

pengelolaan yang efektif. Keterangan simbol dan indikator dalam model diinterpretasikan 

secara naratif untuk memudahkan pemahaman. 

Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan temuan yang valid, relevan, dan 

komprehensif mengenai praktik transparansi dalam pengelolaan dana desa serta kontribusinya 

terhadap pembangunan ekonomi lokal. Fokus pada dokumen resmi memungkinkan analisis 

dilakukan secara objektif, karena semua temuan bersumber dari bukti tertulis yang dapat 

diverifikasi, sehingga penelitian ini memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas 

pengelolaan dana desa. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis dokumen resmi desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah 

menerapkan prinsip transparansi, meskipun tingkat implementasinya berbeda antar desa. 

Laporan keuangan desa mengindikasikan bahwa sebagian besar dana digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial. Publikasi laporan 

keuangan secara rutin serta adanya berita acara musyawarah desa yang dapat diakses 

masyarakat menjadi indikator nyata bahwa desa berupaya menjalankan prinsip transparansi. 

Hal ini memungkinkan masyarakat mengetahui alokasi dan penggunaan dana desa secara rinci, 

meningkatkan akuntabilitas aparat desa, serta mendorong efektivitas pemanfaatan dana. 

Berdasarkan dokumen, proporsi rata-rata alokasi dana desa adalah 50% untuk 

pembangunan infrastruktur, 30% untuk pemberdayaan masyarakat, dan 20% untuk program 

sosial. 

 

Gambar 1. Proporsi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Program. 

Selain itu, mekanisme pengelolaan dana desa yang transparan terlihat dari tahapan 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa untuk menetapkan prioritas program sesuai 

kebutuhan masyarakat. Penganggaran mencatat alokasi dana untuk setiap program, sementara 

pelaksanaan mengikuti rencana yang disepakati. Akhirnya, laporan keuangan yang 

dipublikasikan dan diawasi oleh masyarakat memastikan adanya kontrol terhadap penggunaan 

dana. 

 

Gambar 2. Mekanisme Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa. 
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Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa desa yang menerapkan transparansi secara 

konsisten memiliki tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dalam pengawasan program 

pembangunan. Partisipasi aktif ini memperkuat efektivitas penggunaan dana, meminimalkan 

risiko penyalahgunaan, dan memastikan program pembangunan selaras dengan kebutuhan 

warga. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa transparansi 

meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi warga, dan berdampak positif 

pada keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat desa (Agustian et al., 2023). 

Dampak transparansi terhadap pembangunan ekonomi desa terlihat dari pemanfaatan 

dana untuk kegiatan produktif. Dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan 

usaha mikro membantu meningkatkan pendapatan warga, menciptakan lapangan kerja, serta 

mendorong aktivitas ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, pasar lokal, 

dan fasilitas umum, mempermudah akses masyarakat ke sumber daya dan pasar, sehingga 

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. 

Selain itu, keterbukaan informasi melalui laporan keuangan dan dokumen musyawarah 

memungkinkan masyarakat memberikan masukan, mengidentifikasi permasalahan, serta 

mengusulkan perbaikan program. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan 

akuntabilitas aparat desa, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 

dana desa secara keseluruhan. Proses ini membangun budaya partisipasi, inovasi, dan 

kolaborasi antara aparat desa dan masyarakat, yang menjadi faktor kunci dalam 

memaksimalkan dampak dana desa terhadap pembangunan ekonomi lokal. 

Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa yang transparan menciptakan kombinasi 

positif antara akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pemanfaatan dana. 

 

Gambar 3. Hubungan Transparansi, Partisipasi, dan Efektivitas Penggunaan Dana 
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Hasil analisis ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar prinsip administratif, 

melainkan instrumen strategis yang menghubungkan pengelolaan dana desa dengan 

keberhasilan pembangunan ekonomi lokal. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, 

desa dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat, memperkuat pembangunan ekonomi, dan menciptakan pemerintahan desa yang 

lebih akuntabel dan partisipatif. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi 

lokal apabila prinsip transparansi diterapkan secara konsisten. Analisis dokumen resmi 

menunjukkan bahwa desa yang terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan dan berita 

acara musyawarah dapat meningkatkan akuntabilitas aparat desa, partisipasi masyarakat, serta 

efektivitas pemanfaatan dana. Proporsi alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur, 

pemberdayaan masyarakat, dan program sosial telah memberikan dampak positif terhadap 

kesejahteraan warga, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal. 

Berdasarkan temuan ini, desa disarankan untuk memperkuat keterbukaan informasi, rutin 

mempublikasikan laporan keuangan, melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan, 

dan melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana. Langkah-langkah tersebut 

diharapkan dapat memastikan alokasi dana tepat sasaran, meningkatkan kualitas program 

pembangunan, serta menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, dan 

berkelanjutan. 
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